PREFERENSI MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET
DI INDONESIA

T—

o __.-'
¥ a3 o
R N, b

g
--. .
o

I
TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:
DHIKA TABROZI, S.H.
NIM: 24203011012

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025



ABSTRAK

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan Islam
top of mind di Indonesia telah mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera
membahas RUU Perampasan Aset guna menghantarkan negara Indonesia untuk
menuju negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafuir. Preferensi keduanya dalam
RUU Perampasan Aset menunjukkan visi yang sama dalam mengakomodir
perlindungan tujuan Islam pada magdasid syari’ah. Sebagaimana tercerminnya hifz
ad-din yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai agama yang melarang untuk
berkhianat terhadap amanah. Hifz an-nafs bertujuan untuk menegakkan hak
konstitusional warga negara yang menghambat pada akses kesejahteraan
masyarakat. Hifz al-‘aql bertujuan untuk menegakkan keadilan terhadap akses
pendidikan. Hifz an-nasl bertujuan untuk memutus budaya korupsi agar generasi
mendatang tidak menormalisasi korupsi. Hifz al-mal bertujuan untuk memulihkan
aset negara untuk asset recovery. Melalui RUU Perampasan Aset ini juga
menurutnya negara akan mendapatkan kemaslahatan dalam mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik sebagai prinsip good governance. Maka, bagi
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama orientasi good governance menjadi kunci
kesuksesan yang mesti ditegakkan untuk menegakkan semangat reformasi dalam
memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang bertujuan untuk
mengoptimalkan Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan dengan
pendekatan normatif-kritis. Sifat penelitian deskriptif-analitik dan teknik analisis
yang digunakan adalah analisis normatif melalui norma hukum dan kajian pustaka.
Pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Data primer berupa kumpulan
fatwa perampasan aset, buku fikih antikorupsi, dan buku kolaborasi fikih korupsi
yang ditulis oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sementara itu, data
sekunder berupa data yang melengkapi data primer baik berupa buku, website
kredibel, dan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan sikap politik
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam RUU Perampasan Aset memiliki
keterhubungan dengan nilai-nilai norma agama dan norma negara. Menurut norma
hukum agama, RUU Perampasan Aset sebagai kebutuhan hukum yang bersifat ad-
daririyyat, sehingga sangat diperlukan untuk mengakomodir pelaksanaaan
magqasid syari’ah yang bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan dan menolak
kemafsadatan. Di sisi lainnya, menurut norma negara, RUU Perampasan Aset
sebagai perwujudan penyelenggaraan negara yang baik yang bertujuan untuk
mengaplikasikan cita-cita masyarakat madani yang dilegalisasi dalam kebijakan.
Oleh karena itu, menurut keduanya, RUU Perampasan Aset sebagai instrumen
hukum yang berkeadilan yang memperoleh legitimasi secara syariah dan
konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada
Pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset guna
mewujudkan negara hukum yang terbebas dari praktik KKN.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, RUU Perampasan Aset,
Indonesia.



ABSTRACT

Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama are the top of mind Islamic religious
organizations in Indonesia that have encouraged the government and the House of
Representatives to immediately discuss the Asset Seizure Bill in order to lead
Indonesia towards becoming a baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Both
organizations' preferences in the Asset Seizure Bill show a shared vision in
accommodating the protection of Islamic objectives in magqdasid syari'ah. This is
reflected in hifz ad-din, which aims to uphold religious values that prohibit betrayal
of trust. Hifz an-nafs aims to uphold the constitutional rights of citizens that hinder
access to public welfare. Hifz al-‘aql aims to uphold justice in access to education.
Hifz an-nasl aims to break the culture of corruption so that future generations do
not normalize corruption. Hifz al-mal aims to recover state assets. Through this
Asset Seizure Bill, he believes that the state will also benefit in realizing good
governance as a principle of good governance. Therefore, for Muhammadiyah and
Nahdlatul Ulama, the orientation of good governance is the key to success that must
be upheld in order to uphold the spirit of reform in eradicating corruption,
collusion, and nepotism, which aims to optimize the Corruption Perception Index
in Indonesia.

This type of research is legal literature research with a normative-critical
approach. The nature of the research is descriptive-analytical, and the analysis
technique used is normative analysis through legal norms and literature review.
Data collection is through primary and secondary data. Primary data consists of a
collection of fatwas on asset confiscation, anti-corruption figh books, and figh
collaboration books on corruption written by Muhammadiyah and Nahdlatul
Ulama. Meanwhile, secondary data consists of data that complements primary data
in the form of books, credible websites, and others.

The results of this study indicate that the political attitudes of
Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama towards the Asset Seizure Bill are related to
religious and state norms. According to religious legal norms, the Asset Seizure Bill
is a legal necessity (ad-daruriyyat), so it is very necessary to accommodate the
implementation of maqasid syari'ah, which aims to bring about benefits and reject
harm. On the other hand, according to state norms, the Asset Seizure Bill is a
manifestation of good governance that aims to apply the ideals of a civil society
that are legalized in policy. Therefore, according to both, the Asset Seizure Bill is
a fair legal instrument that has gained legitimacy in terms of sharia and
constitutionality. Thus, this study recommends that the government and the House
of Representatives immediately discuss the Asset Seizure Bill in order to realize a
state based on the rule of law that is free from corruption, collusion, and nepotism.

Keywords: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Asset Seizure Bill, Indonesia.
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¢ Gain G Ge
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< Kaf K Ka
J Lam L ‘el
2 Mim M ‘em
U Nun N ‘en
s Waw w w
3 Ha’ H Ha
. Hamzah ‘ Apostrof
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B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
[ Ditulis Sunnah
i Ditulis ‘lah
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis dengan A
saal Ditulis al-Ma’idah
A Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali
bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “a/’ serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan A.
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IR LT ditulis Mugaranah al-Mazahib
D. Vokal pendek
1. i m fathah ditulis A
2. —_— T — Kasrah ditulis I
3. e dammah ditulis U
E. Vokal panjang
1. | Fathah + alif ditulis A
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2. | Fathah + ya’ mati ditulis A
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3. | Kasrah + ya’ mati ditulis I
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F. Vokal rangkap
1. | Fathah +ya’ mati ditulis Ai
ph ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis Au
Jet ditulis Oaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

el ditulis a’antum
e ditulis u’iddat
Aol ditulis la’in syakartum




H.Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

oAl
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Al-Qur’an

ekl

ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis

huruf

dengan menggunakan

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el)nya.

A ) ditulis ar-Risalah
slhad ditulis an-Nisa’
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
AREY ditulis Ahl ar-Ra’yi
i ditulis Ahl as-Sunnah
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu RUU dalam Prolegnas tahun 2025-2029 ialah RUU tentang
Perampasan Aset. RUU ini bertujuan memperkuat sistem hukum negara dalam
memulihkan aset hasil korupsi tanpa menunggu putusan hakim. Oleh sebab itu,
masyarakat mendorong tuntutan reformasi melalui demonstrasi, salah satu
tuntutannya yaitu percepatan pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset.!
RUU ini juga komitmen Presiden Prabowo ketika ia dilantik sebagai Presiden
yang dengan serius akan memberantas para pencuri uang negara walaupun
sampai ke Antartika.> Contoh konkretnya adalah kasus korupsi PT Timah
mencapai Rp300 Triliun.> Peran RUU Perampasan Aset sebagai jembatan
dalam mewujudkan negara yang bersih dari KKN. Dengan demikian,
pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi instrumen penting untuk
mempercepat efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada

negara.

! Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, “Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset,” 2025, https://kaltara.bpk.go.id/test/.
Diakses 8 Oktober 2025.

2 METRO TV, “Janji Prabowo Akan Kejar Koruptor Sampai Antartika, Pakar: Pak
Prabowo Gentlemen,” 2024, https://www.youtube.com/watch?v=KHwS5jakFr61. Diakses 8 Oktober
2025.

3 Kejaksaan RI, “Jaksa Agung: Kerugian Negara Akibat Korupsi Komoditas Timah Yang
Semula Rp271 Triliun Sekarang Jadi Rp300 Triliun,” 2024, https://story.kejaksaan.go.id/berita-
utama/jaksa-agung-kerugian-negara-akibat-korupsi-komoditas-timah-jadi-rp300-triliun-141575-
mvk.html?screen=1. Diakses Kamis 27 November 2025



Penelitian mengenai RUU Perampasan Aset di Indonesia telah banyak
dilakukan oleh sejumlah peneliti hukum. Pentingnya penelitian RUU ini karena
mencegah aset hasil korupsi dialihkan pada pihak lain, mengisi kekosongan
hukum dalam perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan, juga
tidak hanya sekadar proses pemidanaan pelaku korupsi, namun sebagai asset
recovery (pengembalian kerugian negara). Penelitian tesis Rifaldi Awan
meneliti menekankan penerapan asas perlindungan hak milik pribadi dalam
RUU Perampasan Aset dan kesejalanannya dengan asas praduga tak bersalah.*
Kesimpulan penelitian artikel jurnal oleh Alhilal Yusri Hawari, Utang
Suwaryo, dan Dede Sri Kartini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah memiliki peran politik yang berbeda yang dipengaruhi oleh
historis, dan orientasi politik. Politik Nahdlatul Ulama dipengaruhi oleh paham
tradisionalis, sementara Muhammadiyah dipengaruhi oleh paham modernis.
Selain itu, keduanya memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah
dalam mencapai tujuan negara sebagai ormas keagamaan diatur UU No. 17
Tahun 2013 yang diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2017.° Penelitian di atas
belum meneliti RUU Perampasan Aset di Indonesia dalam preferensi

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, penelitian ini akan

4 Rifaldi Awan, “Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi Dan Asas
Praduga Tak Bersalah Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” (Universitas
Muhammadiyah Malang, 2024), him 8.

5 Alhilal Yusril Hawari, Utang Suwaryo, and Dede Sri Kartini, “Perbandingan Peran
Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Dalam Politik Indonesia,” Jurnal Pemerintahan Dan
Kebijakan (JPK) 5, no. 1 (2023): hlm 51., https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187.



mengisi kekosongan penelitian tersebut dengan menilai kecenderungan
pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta karakter pemikirannya.

Stressing penelitian ini terletak pada pentingnya nilai preferensi
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam law making process RUU
Perampasan Aset. Hal ini perlu untuk diteliti karena Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan Islam dengan jumlah pengikut
terbesar di Indonesia yang berperan signifikan dalam membentuk persepsi
publik. Maka, pembentukan RUU Perampasan Aset dengan melihat paradigma
berpikir keduanya dapat menjadi kontribusi dalam menegaskan pengembalian
aset negara dalam sudut pandang agama dalam memperkuat legitimasi politik
hukum RUU yang hendak dibahas oleh Presiden dan DPR. Fakta ini
menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki posisi
strategis dalam memperkuat orientasi regulasi RUU Perampasan Aset pada
pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan
menganalisis arah pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam
RUU Perampasan Aset di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi inti bahwa RUU
Perampasan Aset dalam preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
sejalan dengan nilai Islam dengan semangat penyelenggaraan negara yang
bebas dari KKN untuk meraih penyelenggaraan negara good governance. Bagi

Muhammadiyah, penyelenggaraan negara dengan mewujudkan good



governance sebagai cita-cita masyarakat madani yang perlu ditegakkan.’
Masyarakat madani menggambarkan masyarakat yang memiliki tatanan sosial
yang harmonis, berbasis pada nilai-nilai moral dan etika yang baik, serta
mengutamakan kesejahteraan bersama.” Oleh karenanya itu, gerakan amar
ma ruf dan nahi munkar menjadi suatu gerakan dalam memberantas korupsi
dalam mewujudkan good governance. Maka, pembentukan Undang-Undang
Perampasan Aset ini sebagai jalan awal dalam membangun peradaban baru
bagi bangsa dalam meraih citra moral. Sementara itu, bagi Nahdlatul Ulama
menekankan prinsip mabadi’ khaira ummah (prinsip dasar umat terbaik) yang
di dasari atas orientasi moral dalam membangun perubahan sosial-ekonomi
masyarakat yang bertumpu atas kejujuran, tanggungjawab, sehingga akan
menghasilkan penyelenggaraan negara yang baik dilandasi dengan moral
bukan atas nafsu serakah yang menumpuk dan ego pribadi.® Keduanya
memandang negara yang bebas dari praktik KKN dengan penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik yang merupakan tujuan negara yang dimulai
dari pembentukan peraturan yang baik hingga penegakan hukum yang

berintegritas.”  Dengan demikian, penelitian ini menguji kebenaran

® Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam Sambutan Ketua Umum PP
Muhammadiyah M. Din Syamsuddin, Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah
(Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), hlm v-viii.

" Muhammad Nur, Negara, Syariah, Dan Modernitas Diskursus Hukum Tata Negara Islam
Masa Kini (Yogyakarta: Q-Media, 2025), hlm 297.

8 Nahdlatul Ulama, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi, ed. Marzuki Wahid and
Hifdzil Alim (Jakarta Selatan: Lakesdam PBNU, 2016), him 113.

9 Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, Telaah Figh Korupsi dalam Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama (NU) Koruptor Itu Kafir, ed. Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gismar, and
Laode M. Syarif, Cetakan I (Jakarta Selatan: Mizan, 2010), hlm xix.



argumentasi tersebut melalui kajian normatif dengan library research dengan

diiringi bukti-bukti empirik diantara kedua ormas keagamaan Islam ini serta

lanskap pemikirannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat
merumuskan pokok masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:
1. Bagaimana preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam hal
Perampasan Aset menurut magasid syari’ah?
2. Bagaimana preferensi keduanya dalam penyelenggaraan negara yang bersih

dari KKN sebagaimana tercermin dalam respons terhadap RUU

Perampasan Aset berdasarkan prinsip good governance?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di
atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini di antaranya:

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis dan mengkritisi preferensi Muhammadiyah dan

Nahdlatul Ulama dalam hal Perampasan Aset menurut magqasid

syari’ah.



b. Untuk menganalisis preferensi keduanya dalam penyelenggaraan
negara yang bersih dari KKN sebagaimana tercermin dalam respons

terhadap RUU Perampasan Aset berdasarkan prinsip good governance.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis
Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi
pembaca, dan referensi bagi peneliti serta akademisi yang ingin
menelaah khazanah ilmu syariah dan hukum pada lingkup pembahasan
magqasid syari’ah, dan good governance dalam RUU Perampasan Aset
dari preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

b. Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi
pemangku kebijakan dalam merumuskan RUU Perampasan Aset dari
preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selain itu, penelitian
ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan regulasi yang lebih
responsif dan adaptif terhadap tantangan korupsi di Indonesia dengan

memerhatikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berikut ini telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap

RUU Perampasan Aset di Indonesia.



Pertama, penelitian tesis oleh Rifaldi Awan pada tahun 2024 berjudul
Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi dan Asas Praduga
Tak Bersalah dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Penelitian
ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan terhadap regulasi
hukum perampasan aset dan menggunakan metode konseptual. Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun RUU Perampasan Aset
berpotensi sebagai landasan hukum yang kuat dalam mengamankan aset hasil
korupsi, namun terdapat risiko pelanggaran hak asasi manusia pada hak milik
pribadi jika penegak hukum melaksanakan tidak sesuai prosedur. Selain itu,
penerapan asas praduga tak bersalah mengalami tantangan pada regulasi ini
karena dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.'® Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan RUU
Perampasan Aset dari aspek hukum positif berupa asas perlindungan hak milik

pribadi dan asas praduga tak bersalah.

Kedua, penelitian artikel jurnal oleh Alhilal Yusril, Utang Suwaryo,
dan Dede Sri Kartini pada tahun 2023 berjudul Perbandingan Peran Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan studi pustaka yang meneliti peran Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah dalam perspektif Politik di Indonesia. Temuan penelitian ini

menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki peran

10 Rifaldi Awan, “Analisis Penerapan Asas Perlindungan Hak Milik Pribadi dan Asas
Praduga Tak Bersalah dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset,” Tesis Magister
(Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), him 1-47.



politik yang berbeda yang dipengaruhi oleh historis, alasan pembentukan, dan
orientasi politik. Selain itu, keduanya memberikan kontribusi bagi Masyarakat

Indonesia dalam ideologi politik yang berbeda.!!

Penelitian ini hanya
menekankan perbandingan peran dan politik agama Muhammadiyah dan

Nahdlatul di Indonesia.

Ketiga, penelitian artikel jurnal oleh Suparno, Rusli, dan Ia Hidarya
pada tahun 2024 berjudul Paradigma Keadilan Restoratif Baru dalam
Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Respon Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah terhadap Kasus Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian 1ini
menunjukkan bahwa keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti
sulh (rekonsiliasi), islah (perbaikan), maslahah (kebermanfaatan), ‘afw
(pengampunan). Bagi NU, ia menekankan aspek moral dan fikih dalam
mensyaratkan restitusi dan akuntabilitas. Sementara itu, bagi Muhammadiyah,
ia menekankan reformasi struktural, pendidikan antikorupsi, dan pemantauan
integritas.'” Penelitian ini hanya menekankan respons Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama terhadap kasus korupsi berdasarkan pandangan keadilan

restoratif dan sosiologi hukum Islam.

1" Alhilal Yusril Hawari, Utang Suwaryo, and Dede Sri Kartini, “Perbandingan Peran
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik Indonesia,” Jurnal Pemerintahan dan
Kebijakan Vol. 5, No. 1 (2023), hlm 41-53, https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187.

12 Suparno Suparno, Rusli Rusli, and Ia Hidarya, “Paradigma Keadilan Restoratif Baru
dalam Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap
Kasus Korupsi,” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol. 24, No. 2 (2024), him 480-507,
https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12304.



Keempat, penelitian artikel jurnal oleh Josephine Rachelle Parulina,
Nuswantoro Dwiwarno, and Darminto Hartono Paulus pada tahun 2023
berjudul Upaya Pemulihan Aset (4sset Recovery) Lintas Batas Negara di
Wilayah Asia Tenggara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
berdasarkan strategi asset recovery UNCAC pada pelaksanaannya masih
sangat lemah. Namun, kerja sama dengan negara luar dengan Mutual Legal
Assistance (MLA) sebagai perjanjian secara bilateral dan multilateral
Indonesia mengambil bagian dari komunitas internasional dalam koordinasi
pada penegak hukum di negara kerja sama.'® Penelitian ini hanya menekankan
proses pengambilan aset negara atas koruptor di kawasan Asia Tenggara
sebagai asset recovery negara hukum yang tergabung pada United Nation
Convention Against Corruption (UNCAC) melalui kerja sama internasional.

Kelima, penelitian artikel jurnal oleh Amar Mumammar Rahman dan
Muhammad Husnul pada tahun 2024 berjudul Failure of Criminal Law in
Recovering State Losses Due to Criminal Acts of Corruption. Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan hukum pidana dalam
memulihkan kerugian keuangan negara terus bertumbuh dengan meningkatnya
kerugian negara yang tidak dipulihkan dari tahun ke tahun yang disebabkan

oleh kekosongan hukum terkait keuangan negara seperti menyita aset hasil

13 Josephine Rachelle Parulina, Nuswantoro Dwiwarno, and Darminto Hartono Paulus,
“Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Lintas Batas Negara di Asia Tenggara,” Diponegoro Law
Journal Vol. 12, No. 1 (2023), hlm 1-17, https://doi.org/10.14710/dij.2023.35447.
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korupsi.'* Oleh karenanya itu, untuk mengisi kekosongan hukum itu diperlukan
regulasi asset recovery. Penelitian ini menyoroti ketidakmampuan hukum
pidana dalam memulihkan kerugian negara atas korupsi karena kekosongan
hukum secara spesifik tentang penyitaan aset hasil korupsi.

Keenam, penelitian artikel jurnal oleh Marsya Putri Salsabila pada
tahun 2025 berjudul Analisis Pendekatan Hukum terhadap RUU Perampasan
Aset dalam Aspek Efektivitas dan Rasionalitas Pemulihan Aset Hasil Korupsi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa undang-
undang yang berkaitan dengan perampasan aset.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset
sangat diperlukan dalam mengisi kekosongan hukum guna mengatasi
pemulihan aset dan modus pencucian uang yang selama ini sulit dilakukan
karena belum ada regulasi yang mengaturnya.'> Penelitian ini menekankan
urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam sistem hukum Indonesia
sebagai upaya mempercepat pemulihan aset tanpa perlu adanya putusan
pidana.

Ketujuh, penelitian artikel jurnal oleh Retki Saputra pada tahun 2017
berjudul Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana

(Perampasan Aset Berbasis Non-Conviction) dalam RUU Perampasan Aset di

4 Amar Muammar Rahman and Muhammad Husnul, “Failure of Criminal Law in
Recovering State Losses Due to Criminal Acts of Corruption,” PETITA: Jurnal Kajian I[lmu Hukum
dan Syariah Vol. 9, No. 1 (2024), hlm 305-323, https://doi.org/10.22373/petita.v9il.244.

15 Marsya Putri Salsabila, “Analisis Pendekatan Hukum terhadap RUU Perampasan Aset
dalam Aspek Efektivitas dan Rasionalitas Pemulihan Aset Hasil Korupsi,” Causa: Jurnal Hukum
dan Kewarganegaraan Vol. 12, No. 12 (2025), hlm 1-14, https://doi.org/10.6679/c0xqd157.
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Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif aturan
perundang-undangan perampasan aset.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset ini
sejalan dengan UNCAC pada Konvensi PBB dalam Melawan Korupsi.
Tantangan yang akan dihadapi dalam RUU ini terkait atas isu hak kekayaan
dan juga peradilan yang adil. Mengingat pendekatan peran dalam rem telah
menggeser nilai kebenaran materil pada kesalahan yang menjadi kebenaran
formil. Dalam hal ini, penegak hukum harus menegaskan bahwa yang
ditekankan terkait pembuktian suatu aset hasil kejahatan.!® Penelitian ini
menekankan perancangan RUU Perampasan Aset yang telah digagas oleh
Pemerintah dapat bekerja dengan optimal dalam perampasan aset tanpa
putusan pidana.

Kedelapan, penelitian artikel jurnal oleh Zulkarnain Pantoli pada
tahun 2024 berjudul Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi
Baru Melawan Korupsi dengan Pendekatan I/n REM). Penelitian ini
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan literatur yang
berkaitan in rem (pendekatan hukum yang berfokus pada aset atau benda yang
dicuri).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan in rem mengisi

kekosongan hukum yang selama ini menghambat pemulihan aset hasil korupsi,

16 Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana
(Perampasan Aset Berbasis Non-Conviction) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia,”
Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 3, No. 1 (2017), him 115-130,
https://doi.org/10.32697/integritas.v3il.158.
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terutama kasus yang di mana tersangka melarikan diri bahkan meninggal dunia.
RUU ini sangat dinanti oleh masyarakat karena dapat meningkatkan efektivitas
pengembalian aset negara yang dicuri serta memperkuat kepercayaan publik
yang selama ini menurun akibat lemahnya integritas dan akuntabilitas
mereka.!” Penelitin ini menekankan urgensi pengesahan RUU Perampasan
Aset melalui pendekatan in rem dalam optimalisasi pemberantasan korupsi di
Indonesia.

Kesembilan, penelitian artikel jurnal oleh Noer Septia Marena, dkk
pada tahun 2025 berjudul Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi
Politik Hukum dalam Penegakan Anti Korupsi. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis-normatif melalui analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya mekanisme
Undang-Undang Perampasan Aset tanpa pemidanaan dalam mengisi
persyaratan kekosongan hukum selama ini yang menghambat kerugian negara
yang diakibatkan oleh korupsi. Di sisi lain, adanya dinamika politik yang tarik
menarik pada elit menjadi faktor yang memperlambat pengesahan regulasi
ini.'® Penelitian ini menekankan bahwa proses legislasi RUU Perampasan Aset

yang dilihat dari sudut politik hukum mengalami kemacetan di DPR.

17" Zulkarnain Pantoli, “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru
Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM),” Jurnal Manusia dan Pendidikan Vol. 4, No. 6
(2024), him 11241132, https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2051.

18 Noer Septia Marenah et al., “Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik
Hukum dalam Penegakan Anti Korupsi,” Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 13, No.
11 (2025), hlm 111-120, https://doi.org/10.6679/fjzd0d72.
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Kesepuluh, penelitian jurnal oleh Khairul Umam dan Maskun pada
tahun 2024 berjudul Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang
Perampasan Aset sebagai Upaya Reformasi Hukum yang Restoratif. Penelitian
ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan kajian kepustakaan dan
perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset
memiliki posisi krusial untuk memulihkan kerugian negara sebelum adanya
putusan pengadilan. Namun, tantangan utama yang di hadapinya ialah
perbedaan persepsi mengenai hak miliki pribadi dan implementasi dalam
penerapan aset yang berada di luar negeri.!” Penelitian ini menekankan RUU
Perampasan Aset sangatlah penting dalam reformasi hukum pidana di
Indonesia dalam memulihkan keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya
korupsi.

Berdasarkan wuraian telaah pustaka terdahulu di atas, belum
tersentuhnya penelitian berjudul Preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia yang
hendak penulis teliti. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini untuk
menemukan jawaban preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam

RUU Perampasan Aset dengan teori magqdasid syari’ah dan good governance.

9 Khairul Umam and Maskun, “Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang
Perampasan Aset sebagai Upaya Reformasi Hukum yang Restoratif,” Siyntax Literate Jurnal
Ilmiah Indonesia Vol. 10, No. 4 (2025), hlm 4017-4026, https://doi.org/10.36318/syntax-
literate.v10i4.56727.
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E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik sebagai pijakan dalam mengupas rumusan masalah
yang di kaji secara konseptual yang sistematis, sehingga setiap pertanyaan yang
di ajukan dapat dianalisis, dijelaskan, dan ditafsirkan berdasarkan teori yang
relevan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori magqdasid syari’ah
dan good governance.

1. Magasid Syari’ah

Magasid syari’ah sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam Islam
untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Menurut
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama RUU Perampasan Aset sebagai
keinginan untuk mencapai kebutuhan al-dariiriyyat (kebutuhan pokok).?
Yusuf al-Qaradhawi membagi magasid syari’ah al-daririyyat atas 1. Hifz
ad-din (menjaga agama). Ketika korupsi merajalela dalam negara hilangnya
moralitas, kejujuran, dan amanah yang bersumber pada nilai agama.2. Hifz
an-nafs (menjaga jiwa). Ketika anggaran negara di korupsi akan
memunculkan terganggunya penanganan pada publik seperti penanganan
banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang seharusnya
segera untuk di tangani negara, namun karena keterbatasan dana akibat
dikorupsi menghambat penanganan keselamatan hidup rakyat. 3. Hifz al-
‘agl (menjaga akal). Ketika dana pendidikan di korupsi menghambat tujuan

pendidikan dalam mencerdaskan akal generasi bangsa. 4. Hifz al-nas!

20 Muhammadiyah and Nahdlatul *Ulama, Telaah Figh Korupsi Dalam Muhammadiyah
Dan Nahdlatul *Ulama (NU) Koruptor Itu Kafir, hlm 152-153.
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(menjaga keturunan). Ketika dana pencegahan stunting di korupsi akan
menghambat pertumbuhan fisik pada anak. 5. Hifz al-mal (menjaga harta).
Hingga pada akhirnya ketika uang negara di korupsi akan menghambat
berbagai sektor seperti menghambat stabilitas ekonomi dan pembangunan
nasional atau daerah. Menghambat kesejahteraan masyarakat untuk
mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.’! Hasilnya,
peran ijtthad Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sama-sama
mengakomodir magqdsid syari’ah menunjukkan pola hukum Islam dalam
merespons perkembangan zaman.??

Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini dapat mengkaji
preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam RUU Perampasan
Aset yang sama-sama mengakomodir magqdasid syari’ah meskipun memiliki

perbedaan metodologi dan argumentasi.

2. Good Governance
Good governance menunjukkan seperangkat nilai tata kelola
penyelenggaraan negara yang baik yang dijalankan secara akuntabel,

partisipatif, responsif, dan progresif yang berorientasi pada kepentingan

2l Yusuf Al-Qaradhawi, Figih Maqgashid Syariah (Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual
Dan Aliran Liberal) Diterjemahkan Pada Dirasah Fi Figh Maqashid Asy-Syari’ah (Baina Al-
Magqashid Al-Kulliyah Wa An-Nushus Al-Juz iyyah), trans. Arif Munandar Riswanto (Jakarta Timur:
Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm 29.

22 Muhammad Nur et al., “From Text to Context: The Role of Kyai in Shaping Modern
Islamic Inheritance Law,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 19, no. 1 (2025): hlm 31,
https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.9762.
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rakyat. Good governance berkembang atas jawaban kebutuhan reformasi
birokrasi dalam memutus praktik korupsi dalam pemerintahan. Sebab,
kebijakan inklusif yang diinsiasi oleh pemerintah harus menghantarkan
hukum yang substansial bukan hanya komitmen retoris. 2> Menurut Jimly
Asshidigie, untuk mewujudkan good governance dibutuhkan tiga
perubahan, antara lain: 1. Transformasi dari bureaucratic-monopolistic
government menuju entrepreneurial-competitive government, yaitu
pemerintahan yang peka (responsif) dan bekerja keras dalam memanfaatkan
kesempatan demi kemakmuran dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Perubahan dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang
berorientasi peduli terhadap kebutuhan masyarakat. 3. Perubahan dari
pemerintahan yang hanya berorientasi ke dalam menuju pemerintahan yang
berorientasi global. Untuk mencapainya itu, Jimly menekankan 10 prinsip
good governance, antara lain: 1. Partisipasi. 2. Penegakan hukum. 3.
Transparansi. 4. Daya tanggap. 5. Kesetaraan. 6. Visi Strategis. 7. Efisiensi.
8. Profesionalisme. 9. Akuntabilitas. Terakhir. 10. Pengawasan.?* Hasilnya,
prinsip good governance memberikan kerangka normatif dan operasional

bagi pemerintah untuk menghasilkan kinerja yang proporsional.?

23 Muhammad Nur et al., “Negotiating Legal Pluralism: Sharia and Civil Law Integration
in Brunei Darussalam,” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 33, no. 2 (2025): hlm 535,
https://doi.org/10.22219/1jih.v33i2.40916.

24 Jimly Asshidiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan
Demokratis (Malang: Setara Press, 2015), hlm 81-82.

25 Muhammad Nur et al., “Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group
(KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesian General Election,” Journal of International
Crisis  and  Risk  Communication  Research 7, mo. 85 (2024): hlm 693,
https://doi.org/10.63278/jicrer.vi.2456.
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Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini dapat mengkaji sejauh
mana penyelenggaraan negara yang baik dan bersih dalam memberantas
korupsi untuk menuju negara madani yang disandarkan pada RUU

Perampasan Aset atas preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.?®

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum normatif.2’ Jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam
penelitian ini, penulis berfokus untuk mengkaji preferensi Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama dalam RUU Perampasan Aset untuk menelaah
metodologi dan argumentasinya, serta keinginan penyelengaraan negara
yang bersih dan bebas dari KKN dengan teori magashid syariah dan good
governance.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya deskriptif-analitik berupa menganalisis dan mengkritisi
preferensi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam RUU Perampasan

Aset, juga keinginannya dalam penyelengaraan negara yang bersih dan bebas

26 Muhammadiyah and Nahdlatul *Ulama, Telaah Figh Korupsi Dalam Muhammadiyah
Dan Nahdlatul *Ulama (NU) Koruptor Itu Kafir, hlm 164-165.

27 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan
Singkat, Cetakan ke-13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), him 12.
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dari KKN. Analisis kemudian menyandarkan pada norma agama dan norma

negara mengenai perampasan aset sebagai asset recovery.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kritis.

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah preferensi Muhammadiyah dan

Nahdlatul Ulama terkait pengembalian aset negara, dan cita-cita negara

madani.

4. Sumber Data

A. Data Primer

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a)

b)

d)

Buku Kolaborasi Berjudul Telaah Figih Korupsi dalam
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Koruptor itu Kafir
Karya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama .

Buku Berjudul Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama
Muhammadiyah Karya Muhammadiyah.

Buku Berjudul Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi Karya
Nahdlatul Ulama.

Bahsul Masail Munas Alim Ulama dan Konbes Tahun 2012
Nahdlatul Ulama tentang Pengembalian Aset Negara atas Korupsi.

Bahsul Masail Munas Alim Ulama dan Konbes Tahun 2025
Mengenai Pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana

Korupsi
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f) Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 Tahun 2010

B. Data Sekunder
Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan
buku, artikel jurnal ilmiah, dan website kredibel yang memiliki
keterhubungan dengan pembahasan yang dikaji. Oleh karena itu, data
sekunder yang digunakan bertujuan untuk memperkuat primer.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan (library
research) terhadap literatur primer dan sekunder. Melalui tahapan awal
pengumpulan, mengidentifikasi, dan memverifikasi. Setelah data terkumpul
penulis menganalisisnya untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.
6. Analisis data
Analisis data dilakukan dengan normatif melalui norma hukum dan kajian
pustaka dengan menggunakan teori magqdasid syari’ah, dan konsep good

governance dalam mengupas rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima pembahasan, di
bawah ini akan dijelaskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I disajikan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memiliki

keterkaitan dengan penelitian, kerangka teoretis, metode penelitian dan
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sistematika pembahasan yang akan menguraikan mengenai gambaran umum
dalam pembahasan yang akan penulis teliti.

BAB II menguraikan teori yang digunakan dalam mencari jawaban
rumusan masalah. Fokus teori yang digunakan adalah magdsid syari’ah
berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, dan good governance menurut
Jimly Asshiddiqie.

BAB III menganalisis potret pemikiran Muhammdiyah dan Nahdlatul
Ulama dalam RUU Perampasan Aset dengan menampilkan sekilas tentang
keduanya, metodologi dan argumentasi keduanya yang ditutup dengan
pemikiran KKN.

BAB IV menyajikan hasil analisis penulis dalam dua pembahasan.
Pertama. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama mengakomodir
magqasid syari’ah. Kedua. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
KKN.

BAB V memuat penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan
menunjukkan intisari dari hasil penelitian yang diteliti. Sementara saran atas
penelitian ini akan memberikan rekomendasi konstruktif yang membangun

secara teoretis maupun praktis.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, penelitian ini dapat
menyimpulkan intisari yang telah diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Preferensi Muhamamdiyah dan Nahdlatul Ulama dalam mengakomodir
magqasid syari’ah menunjukkan bahwa keduanya memiliki visi yang
sama dalam menghimpun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam
Islam untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.
Meskipun melalui metodologi dan argumentasi yang berbeda, namun
pada akhirnya keduanya bersepakat bahwa RUU Perampasan Aset
sebagai kebutuhan pokok untuk mencapai prinsip al-daririyyat.
Muhammadiyah menggunakan metodologi magasidi  dengan
pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Sementara itu, Nahdlatul
Ulama menggunakan metodologi gauli dengan pendekatan bayani dan
mazhabi. Keduanya, memiliki pijakan yang berbeda dalam
memberikan argumentasi perampasan aset, namun memiliki relevansi
yang sama pada kesimpulan akhir bahwa tindakan merampas aset
korupsi merupakan kewajiban negara yang diformulasikan melalui
kebijakan yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Dengan
demikian, menjaga perlindungan agama dalam RUU Perampasan Aset
bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai agama yang melarang untuk

berkhianat terhadap amanah. Menjaga perlindungan jiwa dalam RUU
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Perampasan Aset bertujuan untuk menegakkan hak konstitusional
warga negara yang menghambat pada akses kesejahteraan. Menjaga
perlindungan akal dalam RUU Perampasan Aset bertujuan untuk
menegakkan keadilan terhadap akses pendidikan. Menjaga
perlindungan keturunan dalam RUU Perampasan Aset bertujuan untuk
memutus budaya korupsi agar generasi mendatang tidak menormalisasi
korupsi. Menjaga perlindungan harta dalam RUU Perampasan Aset
bertujuan untuk menegakkan hak negara dan memulihkan aset negara
yang akan didistribusikan untuk kesejahteraan publik. Namun,
keselarasan antara idealitas dan realitas mesti seimbang untuk
menunjukkan komitmen bahwa keduanya memiliki kewajiban moral
dalam mendorong RUU Perampasan Aset melalui akomodir magasid
syari’ah. Oleh sebab itu, bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
penerimaan konsesi tambang dapat meruntuhkan kepercayaan
masyarakat sehingga berorientasi pada public resentment.

. Preferensi Muhamamdiyah dan Nahdlatul Ulama dalam prinsip good
governance  menunjukkan  keselarasan dengan 10  prinsip
penyelenggaraan negara yang baik sebagai manifestasi dalam
mewujudkan masyarakat madani. Oleh karena itu, prinsip partisipasi
bertujuan untuk memperkuat partisipasi publik terhadap penegakan
hukum. Prinsip penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan hukum
dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Prinsip transparansi

bertujuan untuk memberikan akses informasi pada publik terhadap
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kondisi perampasan aset. Prinsip kesetaraan bertujuan untuk
memberikan akses kesetaraan terhadap penegakan hukum bagi warga
negara. Prinsip Daya tanggap bertujuan untuk merespons dengan cepat
indikasi dugaan korupsi pada perampasan aset. Prinsip visi strategis
bertujuan untuk memutus ekosistem kejahatan ekonomi negara dengan
upaya merampas aset negara yang dikorupsi. Prinsip efisiensi bertujuan
untuk menelusuri perampasan aset dengan sesegera mungkin untuk
asset recovery. Prinsip profesionalisme bertujuan untuk membangun
sikap penegak hukum dengan profesional dan integritas tanpa melihat
godaan finansial. Prinsip akuntabilitas bertujuan untuk membangun
keputusan dan tindakan penegak hukum dengan penuh tanggung jawab
yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan secara moral
kepada rakyat dan institusi. Prinsip pengawasan bertujuan untuk
mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pada akhirnya, berdasarkan
prinsip good governance di atas, bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama dapat menjadi jembatan dalam menegakkan masyarakat yang
berkeadaban yang mampu menjalankan amanah dan kekuasaan sesuai
dengan hukum dan moral. Sehingga memutus celah praktik KKN yang
akut untuk menghasilkan skor Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi
guna mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.
B. Saran
1. RUU Perampasan Aset sangat perlu untuk segera dibahas dengan

konsisten untuk mencegah kaburnya aset negara yang dialihnamakan
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oleh koruptor atas nama orang lain, atau bahkan dititipkan ke negara
lain yang kemudian mengganti rupiah menjadi dolar. Dengan begitu,
negara akan mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat
membendung fenomena korupsi yang semakin akut karena ketiadaan
regulasi. Oleh sebab itu, RUU Perampasan Aset yang sejak dulu
mengalami kemacetan dalam proses legislasi diharapkan sekarang
dibahas dengan serius dan responsif oleh DPR dan Pemerintah, karena
RUU Perampasan Aset itu sebagai hukum yang dicita-citakan oleh
masyarakat Indonesia yang telah mengakomodir seluruh kepentingan
bangsa, sebagaimana mengakomodir juga pengaplikasian magasid
syari’ah dalam tujuan Islam.

. Untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan
dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Maka,
diharapkan untuk memastikan terlebih dahulu para pejabat
penyelenggara pemerintah berdasarkan kriteria etikabilitas dan
intelektualitas guna dapat bekerja optimal sesuai dengan kompetensi
keilmuan yang diiringi moral yang baik. Dengan begitu, pentingnya
sistem meritokrasi untuk memutus rantai praktik Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya dengan
optimal Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia sebagai cita-cita bangsa

dan semangat reformasi dalam penyelenggaraan negara good governan
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